BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR &5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 telah
diatur dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun
Anggaran 2017,

b. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017..

Mengingat : 1: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 s
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54950);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
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Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )3
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah
di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 » Kedua dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
(Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2015
Nomor 1883);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 478);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537)

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017
Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VI Pasal 14 dan Pasal 15 diubah sehingga

seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
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BAB VI
PERMINTAAN, PERSYARATAN DAN PENCAIRAN DANA
Pasal 14

(1) Kepala Desa mengajukan permintaan pembayaran Dana
Desa yang direkomendasikan Camat kepada Bupati
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) sesuai dengan nilai besaran anggaran Dana
Desa;

(2) KepalaDPMD selanjutnya melakukan penelitian dan
pemeriksaan berkas persyaratan ;

(3) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan,
Kepala DPMD mengajukan rekomendasi pembayaran
kepada BPKD;

(4) Kepala BPKD selanjutnya melakukan evaluasi berkas
persyaratan pencairan Dana Desa;

(5) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan,
Kepala BPKD melaksanakan pembayaran Dana Desa
langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

Pasal 15
(1) Permohonan permintaan pembayaran Dana Desa untuk
Tahap Pertama harus dilengkapi persyaratan dokumen
sebagai berikut :
a. Peraturan desa tentang APB Desa Tahun 2017 s
b. Laporan realisasi APBDesa Tahap II (kedua)/akhir
tahun anggaran 2016 kepada Bupati melalui DPMD
(2) Persyaratan pencairan Dana Desa untuk tahap II (kedua)
harus dilengkapi persyaratan dokumen sabagai berikut :
a. Laporan realisasi APBDesa Tahap pertama minimal
90% (sembilan puluh persen);
b. Laporan realisasi penyerapan Tahap I APBDesa
minimal 75% (tujuh puluh lima persen)

2. Ketentuan BAB VII, Pasal 17 diubah sehingga seluruhnya
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa
bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan
masyarakat desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa
yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;

(3) Dana Desa dapat digunakan kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat
persetujuan Bupati;

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan
Desa mengenai APBDesa,

3. Ketentuan BAB VIII, Pasal 24 diubah sehingga seluruhnya
berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
PENYAMPAIAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 24

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyerapan dan
capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran
kepada Bupati;

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
output tahun anggaran sebelumnya

b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
output tahap I

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran  sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli
anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian output setelah
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikan pada pemuktahiran capaian output
kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan
pemuktahiran data pada aplikasi.

4. Ketentuan BAB XI, Pasal 31 diubah dan ditambahkan
sehingga berbunyi sebagai berikut -
Pasal 31

(1) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumya masih lebih besar 30% (tiga puluh
persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa diRKUD.

(2) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada
KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
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(3) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada
kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

5. Ketentuan BAB XI, Pasal 32 diubah sehingga seluruhnya
berbunyi sebagai berikut :

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 30% dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa
tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan
APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD
sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran
berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan
sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I
dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
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Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran
berjalan, bupati menyampaikan sisa Dana Desa tahap I
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada kepala
KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa
tahap I dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat
bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi
Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 4 ol.tober 2017

BUPATI PANGKAJENR DAN KEPULAUAN,

TELAHDITELMOLE - o
BAGUAN HEJKUR (AN PERUNDANG-UNDAR

SYANMISUDDIN A. HAMID

7 i1rbas, SH, M.Si “"\'; GETK
f7 16660520 199303 1 01

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal & oLfober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

EFFENDI KASMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR §¢



